
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah­ 
Daerah Kota Desar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, -Jawa 
Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta; 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor l Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20 l 4 ten tang Pemersntahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali tcrakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

· 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tab un 2011 Nornor 82, Tarnbahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 

6. · Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); ~; 

1 

• 

a. bahwa dalam rangka pemberian Tambahan Penghasilan kepada 
Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang perlu 
pengaturan tentang pemberian dan penilaian, pemberhentian, 
pemotongan, pembiayaan dan mekanisme pengajuan clan pembayaran 
Tambahan Penghasilan Pegawai; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf 
a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tarnbahan 
Penghasilan Pegawai Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan 
Pemerintah Kota Semarang Tahun 2016. 

WALIKOTA SEMARANG, 

DENOAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAl BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL 
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SEMARANG TAHUN 2016 

TENTANO 
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PERATURAN WALIKOTA SEMARANG 

WALIKOTA SEMARANG 
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... · 



7. Peraturan Pemerintah Nornor 16 Tahun 1976 tcntang Perluasan 
Kotamadya Daerah Tingkat II Serna.rane (l .emh~ir:111 NP.pfm=i l~r1p11 hlik 
lndones1n 'l'ahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lernbaran Negara 
RepuhHk Indonesia Nomor 3079); 

8. Pcraturan Pemcrintah Nornor 21 Tahun 1976 ten tung Cu li Pegawai 
Negeri Sipil [Lembarnn Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nornor 
57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3093); 

9. Peraturan Pcmcrintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian 
Pcgawai Negeri Sipil [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1979 No111or 47~ Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nornor 3149) sebagatmana tclah diubah beberapa kali terukb ir tltmgau 
Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahu.n 2011 tentang Perubahan 
Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang 
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 118); 

10. Peraturan Pernerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembcntukan 
Kecamatan di wilayah Kabupaten-kabupatcn Daerah Tirigka]. lI 
Purbalirigga., Cilacap, Jepara, dan Kendal, serta Penataan Kecamaran 
di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang da1am Wilayah 
Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1992 Nomor 89); 

11. Peraturan Pemeriritah Nomor 9 Tahun 2003 tcrrtang Wewenang 
Pcngangkatan, Pemindahan dan Pernbcrhentian Pegawai Negeri Sipil 
(Lembaran Negara Tahu.T1 200~ Nomor 15; Tambahan l..embaran 
Negara Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Perncrintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, 
Pemindahan dan Pernberhentian Pegawai Negeri Sipil [Lernbaran 
Negara Tahun 2009 Nomor 164); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tcntang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 
4576); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan 
Profesi Guru clan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta 
Tunjangan Kehormatan Profesor [Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 85, Tambahan Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5016); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tuhun 2010 tentang Disiplin Pegawai 
Negeri Sipi1 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 
74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara 
Pemberian clan Pemanfaatan Insentif Pcrnungutan Pajak Dacrah dan 
Retribusi Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nornor 5161); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian 
Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5258); 

17. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2009 tentang Tambahan 
Penghasilan bagi Guru Pegawai Negeri Sipil; 



9. 

8. 

7. 

Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Sadan 
Kepegawaian Daerah Kata Semarang. 
Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanj utnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja 
Kerja Perangkat Daerah Kata Semarang. 
Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil 
Daerah Kota Semarang. 
Calon Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pcgawai Negeri 
Sipil Pemerintah Kota Semarang. ~ I 

6. 

Walikot.A .Ati.A1Ah Walikota Semarang. 
Sekretaris Dacrah adalah Sekretaris Daerah Kuta Sen1arang. 
Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat Kepala SKPD adalah 
Pejabat Struktural yang memirnpin Satuan Kerja Perangkat Daerah. 

3. 
4. 
5. 

Dalam Peraturan W alikota ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kota Semarang. 
2. Pernerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan 

Daerah yang rnemimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi keweriangan 
daerah otonomi. 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

· PERATURAN WALIKOTA TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI 
BAGI _l.}J:i;QAW AI NEGERI s1r1L DI LINGKUNGAN PEMRRTN1'AH KOTA 
SEMARANG TAHUN 2016. 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN: 

18. l 1eraturan Mcntcri Dalarn Ncgcri Nomor l 3 'rahun 2006 tentang 
Pcdmmm Peugclolaan Keuangan Daerah sebagaitnana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Peral.uran Menteri Dalam Negeri Nomor 
21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Auus Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Kcuangan Daerah: 

19. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 L(:;ul.uuM 
I'engelolaan Kcuartgan Ducruh (Lcmbarun Do.ernh Kota Semarang 
Tab un 2007 Numur 1 Sed E, Ta.1.11baha.1, Lsmbaran Daerah Kota 
Semarang Nomor 1) scbagairnana tclnh dlubah dengan Peraruran 
Daerah Kota Semarang Nomor 5 'l'ahun 2013 tentang Perubahan 
Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11. Tahun 2006 tentung 
Pengelolaan Keuangan Daerah; 

20. Peraturan Walikota Semarang Nornor .JOA Tahun 2010 tentang 
Pclaksanaan Pemberian dan Pemanfaatan Iriserrtif Pemungutan Pajak 
Daerah Kota Semarang sebagaimana telah dirubah bebcrapa terakhir 
dengan Peraturan Walikota Semarang Nomor 22A Tahun 2012 tentang 
Pcrubahan Kedua atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 30A 
Tahun 2010 ten tang Pelaksanaan Pemberian dan Pemanfaatan Insentif 
Pemungutan Pajak Daerah Kota Semarang; 

21. Peraturan Walikota Semarang Nomor lC Tahun 2011 tentang 
Pelaksanaan Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan 
Retribusi Daer'ah Kota Semarang ( Berita Daerah Kota Sernarartg Tahun 
2011 Nomor IC). 



J 

10. Jabatan adalah kedudukan yang menuniukkan tugas, tAnggamg jnwnb, wewenang.dan 
hak aeseorang pegawai negeri aipil dRlRm :suAt.u organisasi Negara. 

11. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung 
jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam rangka memimpin 
r-m:-itu organiaasi pemerintahan daerah yang diangkat dan diberheritikan oleh Pejabat 
Pembina Kepegawaian Daerah. 

12. .Jabatan Fungsional adalah suatu kenurtukan yang rnenunjukkan t1,tgN:°-I~ tanggung 
jawab~ wewenang dun h:;tk RP.(')f~ng pegawai negeri t.ipil d-M1-Mm H11At11 saruan 
organi$asi yang da.lam pclaksanaan l ~,gm,mya dldasarkan pada keahfian dan/atau 
keterampilan tertentu serta bersifat mandiri. 

13. -Jabatnn Fungsional Tertentu selanjutnya disebut .J H"I\ ;-ul.-:ilah kedudukan yang 
menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak PNS dalam rangka 
rnenjalankan tugaa pokok dan fungsi berdasarkan keahlian atau keterampilan terten tu 
secara mandiri. yang kenaikan parigkatnya berdasarkan perolehan angka krcdit, 

14. Jabatan Fungsional Umum selanjutnya disebut. ~JFU, adalah kedudukan yang 
menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak PNS dalam rangka 
menjalankan tugas pokok dan fungsi berdasarkan keahlian atau keterarnpilan tertentu 
secara mandirl, yang kenaikan pangkatnya tidak berdasarkan perolchan angka kredit. 

15. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural pada aatuan kerja yang dipangku oleh 
seorang PNS. 

16. Tambahan Penghasilan Pcgawai yang selanjutnya diaingkat TPP adalah 'ramb;1hrtt1 
Penghasilan Pegawai yang diberikan kepada PNS kecuali PNS Guru yang bersertifikasi 
di lingkungan Pemerintah Kota Semarang. 

17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APRD adalah 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang. 

18. Pejabat Penilai adalah atasan langsung Pegawai Negeri Sipil yang dinilai, dengan 
ketentuan paling rendah p,:j~hul struktural eselon V atau pejabat lain yang dttent.ukan. 

19. Disiplin PNS adalah kesanggupan PNS untuk menaati kewajiban dan menghindari 
larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/ atau peraturan 
kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin. 

20. Pelanggaran Disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PNS yang 
melanggar ketcntuan Peraturan Dlsiplin Pegawai Negeri Sipil, baik yang <Hlu.kuk~~n di 
dalam maupun di luar jam kcrja. 

21. Hukuman diaiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada Pegawai Negeri Sipil 
karena melanggar Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil. 

22. Cuti PNS yang selanjutnya disingkat dengan cuti adalah keadaan tidak masuk kerja 
yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu. 

23. Penilaian Prestasi K~rj~ PNS adalah suatu prnF.P.~ penilaian secara sistcmatis yang 
dilakukan oleh Pejabat Penilai terhadap aasaran kerja pegawai dan perilaku kerja 
Pegawai Negeri Sipil. 

24. Prestasi Kerja adalah basil kerja yang dicapai oleh setiap PNS pada suatu satuan 
organisasi sesuai dengan sasaran kerja pegawai dan perilaku kcrja. 

25. Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target 
yang akan dicapai oleh seorang PNS. 

26. Perilaku kerja adalah setiap tingkah laku, sikap atau tindakan yang dilakukan oleh 
Pegawai NegeJi Sipil atau tidak melakukan sesuatu yang sehar'Usnya dilakukan sesuai 
dengan ketentuan peratunm perundang-undangan. 

27. Insentif Pemungutan pajak clan Retribusi yang selanjutnya disebut inscntif adalah 
Tambahan Penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu 
dalam melaksanakan Pemungutan pajak dan Retribusi. '-" I 



(1) Pcraturan Walikota ini merupakan p~doman pemberian TPP bagi PNS dan Cl-1NS Tahut1 
Anggaran 2016 

(2) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara bulanan sclama 12 (dua 
belasl bulan dalam satu Tahun Anggaran. 

(3) Pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan Kritoria : 
a. Penilaian Prestasi Kerja PNS yang terdid dad Sas.aran Kerja Pegawai (SKP) dan 

Perilaku Kerja; 
b. Pertimbangan Obyektif lainnya. 

(4) Kriteria Perilaku Kerja sebagaimana dirnakaud ayat (3) huruf (a.) rneliputi: 
a. Orientasi Pelayanan: 
h. Integritas; 
c. Komitmen; 
d. Disiplin; 
e. Kerjasama; 
f. Kepemimpinan. 

(5) Kriteria Kepemimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf (n hanya 
diberlakukan bagi pejabat struktural. 

(6) Pertimbangan Sasaran Kerja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf (a) 
diberikan kepada pegawai dengan mempertimbangkan tingkat capaian sasaran kerja 
pegawai atau basil kerja yang telah dioapai oleh pegawai, 

(7) Pertimbangan obyektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf (b) meliputi 
keterangan kehadiran, ijin, cuti dan presenai elektronik. 

(8) Besaran pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan derigan 
Keputusan Walikota. ~ I 

28. 'T'tlf!f.lS belajar adalah tugas yang diberikan oleh Walikota Semarang kepada Pegawai 
Negeri Sipil lingkungan Pemerintah Dacrah untuk mcngikuti pendidikan pfJ.dfJ.. $11at11 

lembaga pendidikan atau lembaga lain di dalam a tau di luar negeri, yang sebagian atau 
seluruhnva dilakukan di dalam dan di luar pengorganisaslan Pemerintah Daerah dalam 
jangka waktu tertentu, sesuai dengan bidang studi atau ilmu atau keahlian yang telah 
ditentukan dengan menggunakan tJiH.Y~ Pcmerlntan l'(c:.pr.tblik liu.km~sio, Pemerintah 
Negara /\sing, Undnn Internasional atau Badan Non Pemerintah lairmya, 

29. PNS yang dipcrbantukan adalah PNS yang melaksanakan tugas di luar instansi 
induknya yang gajinya dibebank.an pada instansi yang menerima perbantuan. 

30. Uang tunggu adalah uang yang diberikan kepada PNS~ yang tidak atas kemauan 
sendiri diberhentikan dengan hormat dad peker:jaannya karena tidak cakap, sakit dan 
/at.au tenaganya untuk sementara waktu tidak diperlukan. 

31. Masa Persiapan Pensiun atau Hd)as Tugaa adalah waktu yang diberikan kepada 
Pegawai Negeri Sipil yang akan mencapai batas uaia pensiun sebelum diberhentikan 
dengan hormat sebagai PNS dengan hak pensiun. 

32, PNS yang dipekerjakan adalah PNS yang melaksanakan tugas di luar inatanai induknya 
yang gaji dan hak-hak kepegawaiannya dibebarrkari pada instansi induknya. 

33. Keterangan yang sah adalah pcmberitahuan Zketerangan tertulis yang dHpHt 
dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang 
kepegawaian .. 

BAB II 

PEMBERTAN DAN PENILAIAN 
Pasal2 



( 1) Pertimbangan Orientasi Pelayanan sebagaima.na dimaksud dalam pasal 2 ayat (5) huruf 
(a) diberikan kepada pegawai dengan mempertimbangkan penilaian atasan langsungnya 
mengenai kemampuan menyelesaikan tugas pelayanan sebaik-baiknya dengan sikap 
sopan dan sangat memuaskan baik untuk pelayanan internal maupun eksternal. 

(2) Pertimbangan Intcgritas sebagaimana dimaksud d~l.l:'lm pH~Hl ?. ayat (5) huruf (b) 
diberikan kepada pegawai dengan rnernpertim hnnglmn penilnian 
atasan Iangsungnva mengenai kejujurau, keikblasan nan ridak pernah 
menyalahgunakan wewenangnya dalarn bekerja. 

(3) Pertimbangan Komitmen scbagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (5) huruf (c) 
diberikan kepada pegawai dengan mempertimbangkan penilaian atasan langsungnya 
mengenai kemampuan bekerja dcngan bersungguh sungguh di atas kepentingan 
pribadi dalam pekcrjaannya. 

(4) Pet't.imbangan dtalplln ker:ia s~ba8ttimarw.. dimaksud dalam pasal 2 ayat (5) huruf (d) 
diberikan kepada pegawai dengan mempertimbangkan penilaian atasan langsungnya 
mengenai ketaatan terhadap peraturan disiplin. 

(5) Pertimbangan kerjasama sebagaimana dimakaud dalam pasal 2 ayat (5) huruf (e) 
diberikan kepada pegawai dengan mempertirnbangkan penilaian atasan Iangsungnya 
mengenai kemampunn bekerja sarna serta rnenghargai pendapat orang lain di dalam 
organisasi. 

(6) Pertimbangan kepemimpinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (5) huruf (f) 
dibcrikan kepada pegawai dcngan rnempertimbangkan kcmampuan bcrtindak togas, 
memberi teladan yang baik, menggerakkan tim untuk mencapai kinerja yang tinggi 
serta mengambil keputusan yang tepat dalam melaksanakan tugas, ~ / 

Pasal 4 

PNS atau CPNS yHng tidak berhak menernna TPP udalah yang : 

a. berstatus musa persiapan pcnsiun/bebas tugas; 
b. berstatus penerima uang tunggu; 
c. ber~latU!$ tersangka dan dltahan 
d. berstatus terdakwa atau rerpidana: 
c, tugas bclajar dan rneridapat turijangan belaiar: 
f. cuti ch luar tanggungan Negara; 
r,. diperbantukarr/dipekerjakan pada 1-'<:m~dr,t~h Pusat atau Pemerintah D11crt.th lai11, 
h. cuti beaar; 
i. cuti bersalin anak ketiga dan setcrusnya; 
j. beratatua PN8 Guru yang sudah mendapatkan tunjangan profesi/sertifikasi; 
k. PNS yang diberhcntikan sementara; 
1. PNS yang diberhentikan dari jabatan organic; 
rn , mr.nerima insentif pcmungutan pajak dan t'~t.rihu~i chu;~rah; 
n. Tingkat capaian Pen ilajan Prestasi Kerja bulanan di bawah sou1r,; 
o. tidak masuk bekerja tanpa keterangan yang sah selama 5 hari atau lebih dalam 1 

bulan. 
p. tidak mengumpulkan SKP Tabunen pada bulan berjalan dan baru ak an rnemJl;-lpHtkau 

TPP apabila telah rncngumpulkan pada bulan tersebut. 

Pasw3 

I 



Pasal 6 

(I) TPP tidak diberikan denaan kctcntuan: 
a. tidak diberikan sr.lama 3 (tiga] bulan kepadu CPNS yung m~dung dijs;ituhi h'ukurnan 

d;siplin tingkat rmgan; 
b. tidak diberikan selama 1 (satu) bulan kepada PN8 yang dij.Atu hi h11 ku man <li,:,.it .. 1lir'1 

tingkat ringan; 
c. tidak diberikan selama 2 (dua) bulan kepada PNS yang dliatuhi hukuman disiplin 

nngknt sedan~; 
d. tidak diberikan selama 4 (empat) bulan kepada PNS yang dijatuhi bukuman disipltn 

tingkat berat; 
~- ticfak d1hP.rik~n ~~lamu 1 (~\ht) bulan kepada PNS dan CPNS yang melakukan 

kccurangan dalam pelakeanaan presensi dengan alal. ri11gt!I' print rm:1LJpun s~c:int 
manual. 

(2) H ukurnan diaiplin ringan , hukuman disiplin sedang dan hukuman disiplin berat 
sebagaimana dimaksud pad a ayat ( 1) huruf b, huruf c, huruf d bcrdasarkan kctcntuan 
perundang-undangan. 

(3) Penghentian pemberian TPP sebagaimana dimaksud ayat ( 1) terhitung pada bulan 
berikutnya sejak keputusan bukuman disiplin diserahkan dan telah bcrkekuetan 
hukum tetap. 

(4) Pejabat penilai tidak berhak mendapatkan TPP apabila tidak melakukan penilaian 
Prcstasi Kcrja Tahunan tahun 2015 terhadap bawahan/PNS yang menjadi tanggung 
jawabnya. 

(5) Setiap PNS tfrlak berhak mendapatkat11'PP apabila tfr1ak membuat SKP Tahun 2016. 

Pasal 5 

PEMDERHENTIAN TPP 

BAB III 

(1) Bagi PNS di Iingkungan Pemerintah Kota Semarang yang telah menerima insentif 
Pemungutan Pajak Daerah tlan Retribusi Daerah harus menentukan pilihan antara TPP 
dengan insentif Pemungutan Pajak Daerah clan Retribusi Daerah, 

(2) Ketcntuan sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu] berlaku bagi PNS yang bertugas di 
SKPD / Unit Kerja sebagai berikut: 
a. Badan Lingkungan Hidup; 
b. Dinas Kesehatan; 
c. Dinas Bina Marga; 
d. Dinas Pengelolaan Sumber Daya Alam clan Energi Sumber Daya Mineral; 
e. Dinas Kebakaran, 
f. Dinas Tata Kota Dan Perumahan: 
g. Dinas Penerangan .Ialan dan Pcngclolaan Reklarne; 
h. Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika; 
i. Dinas Kebersihan dan Pertamanan; 
j. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; 
k. Dinas Soaial, Pemuda dan Olahraga; 
1. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata: 
m. Dinas Keluutun dun Perikn nf:1 n; 
n. Dinas Pasar; 
o. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Asat Daerah: 
p. Dinas Tenaga Kerja clan 'I'ransmigrasi; 
q. Dinas Perindustrian dan Perdagangan; 
r. Bagian Rumah Tangga Sekretariat Daerah; 
s. Kecamatan dan Kelurahan. -:1,...- / 



Pemberian TPP dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
'..!016. ~ I 

Pasal 9 

Pemberian TPP dilaksanakan dalam batas anggaran sebagaimana tercantum dalam Dokumen 
Pelaksanaan Anggaran pada masing-masing SKPD. 

Pasal8 

PEMBIAYAAN 

BABV 

(2) Dikccualikan dari pemotongan ''fPP apabila: 
a. Ijin sakit dengan surat keterangan dokter paling lama 14 (ernpal bclas) hari dengan 

ketentuan capaian nilai prestasi kerja tidak kurang dari 50°/o; 
b. Cuti tahunan: 
c. Cuti bersalin untuk persalinan anak pertama dan kedua; 
d. Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Diklat); 
e. Melaksanakan perjalanan dinas luar daerah/negeri dan melaksanakan Iugaa 

kedinasan; · 
f. Menglkuti kcgiatan Walikota (julun sehal, kerja bakti dan kegiatan Iaitrnya]. 

( 1) P,;motot1ga.1) TPP ba_gl PNS dcngan ketcntunn sebngnt bertlcut: 
a. potongun per huri keriu bugi PNS yang tidal, maau k kei:ja aehesar 5°/() (lima pcrscn) 

dari TPP paling banyak sebelum dikurangi pajak; 
b. potongan per hari kerja bagi PNS ya.ng mengambil cuti alasan pcnting (mcnikah. 

menunggu kcluarga yang sakit, haji, umroh > perjalannn rohun i] sehesar 2,5°/() (dua 
korna lima persen) da.ri TPP paling banvak sebelum dikurangi r>a.iak; 

c, bagi PNS yang mengambil cuti sakit lebih dari 15 [lirna belas] had sampal dcngan 
1 ~5 (satu setengah] tahun dipotong sebesar SOo/o (lima puluh persen] dari 'T'PP yang 
diterima sebelum dikurangi pajak; 

d. bagi PNS yang terlarnbat maauk kerja atau pulang lebih awal dari ketentuan jam 
kerja yang tclah ditetapkan, kekurangan jam kerjanya akan dihitung secara 
komulatif dan dikonversikan 5 (lima) jam sama dengan 1 (satu] hari tidak masuk 
kerja, dikenakan potongan sebesar 5°/o per hari kerja dari TPP paling banyak 
sebelum dikurangi pajak, dan jika mclcbihi bcrlaku kelipatannyn. 

Paa.al 7 

PEMOTONGAN TPP 

BABlV 



PNS yang diangkat atau dipindahkan (mutasi/promosi) dan diberhentikan dari dan dalam 
jabatan struktural atau jabatan fungsional, maka pernberian TPP jabatan sfruk'tural / 
jabatan fungsional yang baru dibcrikan pada bulan berikutnya setelah keputusan 
pengangkatan/pemindahan ditetapkan. ~ / 

Pasal 12 

(1) Pcrmintaan pembayaran TPP diajukan oleh SKPD kcpada Dinas Pengelolaan Keuungan 
dan Aset Daerah Kota Semarang pAling 1.ambat tanggal 10 bulari berikutnya untuk 
diterbitkan Surat Perintah Pencuiran DruU:J. (SP2D); 

(2) Pembayaran TPP bagi C.PNS / PNS di setlap SKPD diterirnakan paling lam bat tanggal zu 
setiap bulannya dan apabila jatuh pada hari libur maka pembayaran dimajukan satu 
hari sebelumnya. 

Paaal 11 

(1) Untuk pengajuan clan pernbavaran TPP tahun 2016, bagi setiap PNS dan CPN8 wajib 
dilamplri dokurnen: 
a. Penilaian Prestas! Ketja tahun 2015; 
b. SKP Tahun 201 (); 
c. SKP Bulanan Tahun 2016; 
d. Prestasi Kerja PNS Bularian Tahun 2016. 
e. Rekapitulasi kehadiran pegawai selama 1 (satu] bulan; 
f. Daftar perhitungan TPP berdasarkan pen ilaian persentase komponen d.isiplin dan 

kinerja selama l ( satu] bulan; 
g. Duftnr pernbayaran TPP selama 1(satu) bulan: 
h. Data dukung penunjang berupa daftar hadir, surat ijin.~ surat keterangan sakit dari 

dokter, surat cuti, surat tugas, dan keterangan lainnya ke BKD,surat keputusan 
hukuman disiplin, 

(2) Kepala SKPD bertanggung jawab terhadap dokurnen sebagaimana dimaksud ayat ( 1 ). 

(3) Dokumen sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) yang telah diverffikas1 o1eh peiabat 
yang berwenang di masing. mnsinK SKPD, dikirim kc BKD paling lambat tanggal 5 bulan 
berikutnya; 

(4) Dokumen pengajuan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang telah diperiksa 
dan telah sesuai/ tidak ada kesalahan dibuatkan rekornendaai/ salinan dokumen TPP 
yang diparaf dan ditandatangani oleh Kasubid. Kesejahteraan Pegawai atau oleh Kepala 
Bidang Kesejahteraan Pega.wai pada BKD. 

(5) Proses rekapitulasi kehadiran dan periilaian preataai kerja untuk pembayaran TPP pada 
bulan Desember paling lambat tanggal 15 Desember, 

Pasal 1 O 

MEKA.NISME PENGA,JlJAN DAN PEMBAYARAN TPP 

DAB VI 



J 

(1) Kebijakan pemberian TPP yang diatur dalam Peraturan Walikota ini dievaluasi sesuai 
dengan kebutuhan dan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) paling sedikit melipu ti: 
a. Besaran setiap peringkat jabatan; 
b. Tata cara verifikasi dan perrnintaan TPP; 
c. Pelaksanaan pembayaran: I 
d. Kebenaran usulan pemberian TPP. \f-.- 

BAO IX 

KETENTUAN LAIN-LAIN 
Pasal 15 

( 1) Kepada setiap pejabat str-uktural atau ataaan langsung yang mclanggar ketentuan 
Peraturan Walikota ini dan melalaikan kewaiiban serta tanggung jawabnya di.kcnakan 
Sanksi disiplin PNS berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang 
Disiplin Pcgawai Negeri Sipil. 

(2) Pejabat yang berwenang wajib menjatuhkan sariksi hukurnan disiplin PNS sebagaimana 
dimaksud ayat 1 (satu] terhadap: 
a. Pejabat struktural selaku atasan langsung yang tidak me la ku kan tugaa dan 

tanggungjawabnya dcngan baik dan benur datum hnl pengendalian terhadap kriteria 
periilaian Prestasi Kerja PNS sebagai dasar pemberian TPP kepada PNS sebagaimana 
dimaksud Pasat 2; dan 

b. Pejabat pcngclola keuangan yang berhubungan langsung dengan penyelesalan 
administrasi pcm bayaran TPP yang tidak melakukan tugas dan tanggung jawabnya 
sebagaimana dimaksud Pasal 12. 

(3) Apabila berdasarkan hasil pemantauan Tim Monitoring dun fi~v~hltt~i terdapat tidak 
terbayarnya TPP yang diakibafkan oleh kelalaian dan/at.au kesalahan pejabat clan/atau 
petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala SKPD bertanggung jawab untuk 
memproses pembayaran TPP PNS dimaksud dan memberikan sanksi hukuman disiplin 
kepegawaian sesuai dengan Pcraturan Pcmerintah Nomor 53 Tohun 2010 tentang 
Disiplin Pegawai Negeri Sipil, 

Pasal 14 

BAB VIII 

(1) Pemerintah Daerah dalam rangka pengawagan dan pengenda.lian pernberian dan 
pemberhentian TPP dRpnt membentuk 1'im Moni.tori1,g d,t1,n F~vnluo~i ynne tP.rdiri nnn 
SKPD tcr·kHit lHirir1yH. 

(?.) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan mclalui: 
a, Rapat Tim; 
b. Rapat koordinasl Tim dcngan SKPD yang terkait: 

(3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaima..na dimaksud pada ayat (2) dilaporkan oleh Tim 
Monitoring dnn l~vnlunsi kepnda Walikota rnelalu i Sekretaris Daerah. 

BAH VH 

MONITORING DAN EVALUAST 

Pasal 13 

SANKS I 



""2 <.1 
BERITA DAERAH KOTA SEMARANG 'TAHUN j.r) l r NOMOR _;.., Q 

ADITRIHANANTO 

Diundangkan di Semarang 
pada tanggal :J q l)U ~R: .. ~'"11,o .. cl ..2ln C 

j 

SEKRETARIS DAERAH 
KOTA SEMARANG 

Ditetapkan di Semarang 
pada tanggal ij Dr-V-o,~(· 2015 r· WALIKOTA SEMARANG f 

'" 

Agar setiap orang mengetahulnya, memerinrahkan pcngundangan Peraturan Wa1ikota ini 
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang. 

Peraturan Walikota ini mulai diberlakukan pada Bulan Januari 2016. 

Pasa1 17 

Dengan diterbitkannya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Semarang Nornor 
38 Tahun 2014 ten tang Pemberian dan Pemberhcntlan Ta.111bahru1 Pcnghasilan Pcgawai bagi 
Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kola Semarang (Berita Daerah Kota Se111arang 
Tahun 2014 Nomor 38), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 48 Tahun 
2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 38 Tahun 2014 tcntang 
Pemberian dan Pemberhentian Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Pegawai Negeri Sipil di 
Lingkungan Pemerintah Kota Semarang. (Serita Daerah Kata Semarang Tahun 2014 Nomor 48~ 
dlcabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 16 

K~TJ£NTUAN P~NUTUP 

BABX 

~ J. TAVIP SUPRIYANTO 
I'- 



Cukupjelas 

Huruf d 

Cukupjelas 
Huruf e 

Pasal 5 

Ayat (1) 

Huruf a 
Cukupjelas 

Huruf b 

Cukup jelas 

Huruf c 

Pasal 4 

Cukupjelas 

Pasa12 

Cukup jelas 

Pasal 3 

Cukup jelas 

Cukupjelas 

Pasal 1 

II. PASAL DEMI PASAL 

Untuk meningkatkan kescjahteraan pegawai Pemerintah Daerah dapat memberikan 
tambahan penghasilan pegawai kepada Pegawai Negeri Sipil berdasarkan kriteria 
Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil yang terdiri dari Sasaran Kerja Pegawai 
(SKP) dan Pertimbangan Obyektif Lainnya dengan rnemperhatikan kemampuan 
keuungan daerah. 

Pembcrian Tambahan Penghasilan Pegawai ir1i harus mernperoleh persetujuan 
DPRD dan diselaraskan dengan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku. 

I. PENJELASAN UMUM 

PENJELASAN 
ATAS 

PERATURAN WALIKOTA SEMARANG 
NO MOR 

TENT/\NG 

TAMBAHAN PENGIIASJLAN PJ£GAWAI BAGI PEGAWAI NEGERl SIPIL DI LINGKUNGAN 
PEMERINTAH KOTA SEMARANG TAHUN 2016 

Presensi finger print dianggap san apabila terlihat gambar wajah PNS yang 
bersangkutan dan presensi manual dianggap tidak sah apabila dilakukan tidak 
sesuai dengan tanggal kehadiran seperti misalnya rnengisi daftar hadir satu bulan 
tapi diisi dalarn satu hari. 



Huruf a 

Yang dimaksud dengan Pejabat yang berwenang menghukum adalah pejabat yang 
diberi kewenangan menjatuhkan hukuman diaiplin kepada PNS yang melak ukar, 
pelanggaran disiplin sesuat dengan peraturan perundang-u ndangan yang ada. 

a-- 

Pasal 14 

Ayat ( 1) 

Cukup jelas 

Ayat (2) 

Pasal 13 
Cukup jelas 

Pasal 12 

Cukup jelas 

Pasal 10 

Cukupjelas 

Pasa.111 
Cukup jelaa 

Pasal 9 

Cukup ielas 

Pasa.18 
Cukupjelas 

Pasal 7 

Cukupjelas 

Pasal 6 

Cukup jelas 

Ayat (.5) 

Cukup jelas 

Ayat (4) 

Cukup jelas 

Cukup j~I:rn 

Ayat (2) 

Cukup jclas 

Ayat (3) 



TAMBAHAN BERlTA DAERAH KOTA SEMARANG 1'AHUN 2015 NOMOR 2 

Pasal 17 
Cukupjelas 

Pasal 16 
Cukupjelas 

Pasal 15 
Cukupjelas 

- Bendnhnra Pengeluaran adalah pcjabat fungsional yang ditu njuk rnenerima, 
menyimpari, membayarkan, mcnata u~h-Rk~n rlnn rnempertnnggungjuwabkan 
uang untuk keperluan belanja daerah dalam rarigka pelaksanaan APBD pada 
SKPD 

Hurufb 
Yang dirnaksud dengan Pejabat Pengelola Keuangan adalah Pengguna Anggaran 
(PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)~ Bendahara Pengeluaran (BP) pada Satuan 
Kerja Perangkat Daerah (SKPD). 

penggunann 
SK'Pr> ym1g 

.. Pengguna Anggaran adalah pciabat pcmcgang kewenungan 
anggaran untuk melaksanakan tUHi=lS pokok dan f ungsi 
dipimpinnya. 

- Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk 
melaksanakan sebagatan kewenangan pengguna ariggaran dalarn rnelaksanakan 
sebagian tugas dan fungsi SKPD 


